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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini peranan kereta api sebagai alat transportasi darat telah banyak diminati oleh masyarakat. Peranan kereta api dalam membantu pelayanan transportasi penumpang ataupun transportasi barang sangat dibutuhkan. Itulah sebabnya pelayanannya juga harus ditingkatkan sesuai dengan meningkatnya minat masyarakat. Untuk menggunakan jasa angkutan kereta api, baik itu peningkatan armadanya, fasilitasnya dan juga masalah pelayanannya termasuk kepada konsumen atau masyarakat dalam mendapatkan tiket.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional dan standarisasi pelayanan. Petunjuk pelaksanaan pelayanan ini, dimaksudkan sebagai pedoman bagi petugas pelaksana dilapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari praktek-praktek percaloan sekaligus agar masyarakat lebih leluasa dalam mendapatkan tiket kereta api. Selain itu masyarakat juga bisa membeli tiket secara langsung pada waktu sebelum keberangkatan kereta api, jika tiket masih tersedia. Di samping  penjualan tiket secara langsung juga melayani pemesanan tiket dapat dilakukan 7 hari sampai dengan 1 hari sebelum keberangkatan KA, dengan mengisi formulir pemesanan. Untuk pembayarannya dilakukan secara langsung oleh konsumen, tiket berikut nomor tempat duduk dapat diterima oleh konsumen pada hari itu juga. Penjualan pemesanan dikenakan bea pemesanan untuk kelas eksekutif Rp.2.000,- dan bisnis Rp.1.500,- / tempat duduk. Perkembangan teknologi telah sedemikian canggih, penggunaan komputer dari berbagai lapisan masyarakat sudah bukan hal yang aneh. Dengan diciptakannya komputer, maka diharapkan akan lebih meringankan pekerjaan manusia dan hasilnya lebih optimal, akurat, dan cepat.

Melihat kenyataan tersebut, maka sangat dibutuhkan suatu program komputerisasi untuk mengolah data penjualan tiket, sehingga pelayanan kepada konsumen dapat ditingkatkan, selain itu juga dapat menghemat waktu dan hasilnya lebih baik. Dengan demikian efisien dan efektifitas kerja dapat ditngkatkan, yang akhirnya akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, baik perusahaan ataupun konsumen.       

1.2 Pokok Masalah

Dalam masalah ini disajikan suatu sistem komputerisasi untuk membantu pelayanan penjualan tiket secara langsung dan pemesanan tiket dilayani 7 hari sampai dengan 1 hari sebelum pemberangkatan kereta api, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik. Pokok masalahnya mengenai sistem penjualan tiket kereta api di PT. KERETA API (Persero), yang dilayani di stasiun Sragen. Sistem komputerisasi yang disajikan akan menghasilkan 8 buah keluaran, yaitu : Daftar Konsumen, Laporan Penjualan Per Periode, Rekapitulasi Penjualan Tiket KA, Laporan transaksi penjualan per kereta,, Daftar Jadwal Keberangkatan Kereta Api, Daftar Kereta Api, Daftar Tarif KA, Laporan  transaksi penjualan per nomor transaksi.

     1.3 Batasan Masalah

Karena begitu kompleknya masalah yang dihadapi oleh PT. KERETA API (Persero) di stasiun Sragen, maka masalah penjualan tiket yang ditangani dibatasi hanya penjualan tiket secara langsung untuk kereta kelas eksekutif, yang dilayani di stasiun Sragen. Penjualan tiket dilayani untuk ekonomi dan bisnis untuk daerah tujuan Jakarta dan Surabaya.

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Agar pembuatan program sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan data dari PT. KERETA API (Persero) di stasiun Sragen yang berhubungan dengan sistem penjualan tiketnya. Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode-metode, yaitu:

1. Metode Observasi

Merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pencatatan terhadap masalah. Dalam hal ini pengamatan dilakukan ditempat pelayanan penjualan tiket.

2. Metode Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan Kepala Stasiun yang dapat memberikan informasi atau orang yang berwenang terhadap masalah tersebut. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (Kahumasda) dan stafnya.

3.   Metode Kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data dari buku yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dalam hal ini dari buku-buku dan buletin KONTAK No. 10 / Tahun 1999.

1. 5 Sistematika Karya Tulis

Karya tulis yang disusun ini mempunyai lima bab dengan sistematika karya tulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, pokok masalah, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, dan sistematika karya tulis.

BAB II  MEKANISME PENJUALAN TIKET KERETA API

Bab II ini akan dibahas mengenai gambaran umum perusahaan yang meliputi: sejarah perusahaan serta struktur organisasi dan mekanisme penjualan tiket.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab III akan dijelaskan mengenai gambaran sistem, penjelasan sistem, perancangan tabel, relasi tabel, perangkat pendukung, perencanaan masukan, dan perencanaan keluaran.

BAB IV PELAKSANAAN SISTEM

Dalam bab IV ini akan dijelaskan tentang spesifikasi program dan pengoperasiannya.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi tentang kesimpulan dari karya tulis dan saran-saran yang diperlukan untuk kesempurnaan karya tulis.  

BAB II

MEKANISME PENJUALAN TIKET KERETA API

2.1    Gambarkan Umum Perusahaan

2.1.1 Sejarah Perusahaan

Jasa angkutan Kereta Api sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, dengan dibuatnya rel antara Kemijen-Tanggung, yang secara de-facto telah menghadirkan kereta api di Indonesia. Pembangunannya ditandai dengan pencangkulan pertama pembuatan badan jalan kereta api oleh Gubernur Jenderal Belanda Mr. LAJ Baron Sloet Van De Beele dan pada tanggal 17 Juni 1868 Kereta Api pada lintas Kemijen-Tanggung beroperasi. Tujuannya adalah untuk memperlancar arus ekspor hasil bumi dari Indonesia (tanah jajahan Hindia Belanda). Bertolak dari sukses kereta api dilintas Kemijen-Tanggung pembangunan jalan rel diteruskan sampai ke Solo, yang diselesaikan tanggal 18 Februari 1870. Kemudian sejalan dengan keluarnya undang-undang pembuatan jalan rel oleh pemerintah Hindia Belanda, pembangunan jalan rel juga dilakukan pada lintas lainnya tidak hanya di Jawa tetapi juga di Sumatra dan Sulawesi. Selain itu banyak sekali hikmah yang dapat dipetik oleh jajaran perkeretaapian waktu itu, antara lain mengikuti pendidikan manajemen dan latihan militer, mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan kereta api di Indonesia.

Setelah masa kemerdekaan Indonesia. Yaitu pada tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian telah diambil alih secra de-facto ditandai dengan pengambilalihan Balai Besar Kereta Api di Jl. Gereja No.1 Bandung oleh pemuda kereta api yang di pimpin R. M oh. Ismail. Pada masa ini kereta api digunakan sebagai mobilitas militer untuk keperluan mempertahankan kemerdekaan rakyat, bangsa dan negara RI. Pada Proklamasi inilah kereta api memberikan andil yang cukup besar bagi perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 4 September 1951 Ir. Moh.Effendi Saleh ditunjuk sebagi Direktur Djendral Kepala Djawatan Kereta Api (DDKA).Setelah berjalan kurang lebih 8 tahun kemudian digantikan oleh Ir. R. Abu Prayitno. Pada masa ini belum terlihat upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa angkutan kereta api, karena masih memikirkan pemulihan kerusakan akibat peperangan dalam situasi politik yang tidak menentu.

Pada tahun 1963 melalui Peraturan Pemerintah No.22/1963, Djawatan Kereta Api (DKA) diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada saat kondisi manajemen perkeretaapian mulai bergerak mapan, tahun 1965 meletus peristiwa Gerakan 30 September/PKI, oleh karena itu mulai tanggal 11 Oktober 1967 kekuasaan perkeretaapian dipegang oleh ABRI dengan Brigadir Jendral Sentot Iskandar Dinatasebagai pimpinannnya sampai juni 1988 dan digantikan oleh Ir.R.Soemadi.

Kemudian pada tahun 1971 dengan Peraturan Pemerintah No.61/1971 status perusahaan mengalami perubahan menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api ( PJKA). Tetapi ketentuan bentuk status yang baru ini masih belum dapat diterapkan secara menyeluruh. Misalnya, ketentuan yang menyangkut dengan sistem penggajian dan kepegawaian, baru dapat diberlakukan 1 April 1977. Pada saat pergantian status ini pimpinan Perusahaan masih depegang oleh Ir. R. Soemadi. Selanjutnya pada tahun 1978 digantikan oleh Ir. Pantiarso, Oktober 1981 digantikan oleh Ir. Soedjono Kramadibrata dengan sebutan jabatan Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api (Kaperjanka), hingga Desember 1986 digantikan oleh Ir. A. Harbani. Di masa ini pembangunan pada subsektor perkeretaapian mulai tampak semarak. Apalagi ketika pemerintah meluncurkan “ paket kebijaksanaan” di bidang ekonomi yang salah satu diantaranya adalah Keppres No. 52/1987 tanggal 23 Desember 1987 sebagai bagian dari Paket Deregulasi serta Debirokratisasi di bidang perdagangan dan arus barang. Sebagian tindak lanjutnya keluarlah surat keputusan Menteri Perhubungan yang mengukuhkan berdirinya sejumlah terminal Peti Kemas di Bandung, Cirebon, Solojebres, Rambipuji, Kertopati dan Tebingtinggi.

Pada tanggal 1 Oktober 1990 dengan Peraturan Pemerintah No.57/1990 status perusahaan kembali berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pada sejumlah BUMN. Pengukuhan status perusahaan ini dilakukan tanggal 2 Januari 1991, yang ditandai dengan pembacaan Ikrar Pegawai Perumka, yang memuat “ Lima Butir Kesepakatan”. Pada tahun 1991 pimpinan dipegang oleh Drs. Anwar Supriyadi, Msc dan pada tahun 1995 digantikan oleh Ir. Soemino Eko Saputro. Pada masa ini terjadi peningkatan yang dilakukan diberbagai sektor seperti pada unit-unit pelayanan jasa kereta api, pada seumlah kantor dan stasiun, dilanjutkan dengan sejumlah kereta yang menjadi sarana angkutan penumpang. Untuk angkutan barang, selain terus diupayakan pengembangan angkutan peti kemas, juga diresmikan perjalanan kereta api barang Ekspress Jakarta-Surabaya-Pasarturi pulang pergi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998, pada tanggal 3 Februari 1998 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perorangan (Persero). Sehingga melalui Keppres No. 39/1999, per 1 Juni, Perumka secara resmi berubah status menjadi PT. KERETA API INDONESIA (Persero).

Ada dua momentum penting yang menandai realisasi perubahan status tersebut. Pertama, tanggal 1 Juni 1999 ditandatanganinya akte pendirian PT. KERETA API INDONESIA (Persero) oleh Notaris Imas Fatimah dengan akte Notaris No. 2 bertemapat di kantorDepartemen keuangan RI, Jakarta. Kedua, tanggal 4 Juni 1999 bertempat di Bandung, Menteri Perhubungan RI, Giri Suseno Hadihardjono mengukuhkan Dewan Direksi dan komisaris PT. KERETA API INDONESIA, serta meresmikan pengoperasian PT. KAI, sehingga tanggal 4 Juni 1999 ini ditetapkan sebagai hari jadi PT. KERETA API INDONESIA.

(Sumber data: PT. KAI Daop VI Yogyakarta dan Buletin KONTAK No. 10/1999)

2.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan
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2.1.3 Logo Perusahaan

Gambar 2.2 Logo Perusahaan

Gambar lambang menyiratkan sifat tegas, pasti, tajam, gerak horisontal, juga bolak-balik. Dua ujung garis dengan ujung lengkung, meruncing dengan arah  berlawanan  selain menggambarkan arah bolak-balik, perjalanan kereta api juga melambangkan interaksi pelayanan (memberi dan menerima).

2.2 Mekanisme Penjualan Tiket

Dengan penjualan tiket yang memuaskan, diharapkan nantinya terbentuk citra yang positif PT. Kereta Api Indonesia di masyarakat. Sehingga selain dapat menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya, juga dapat meraih atau meningkatkan keuntungan perusahaan sesuai dengan fasilitas transportasi yang disediakan oleh PT. KAI, maka segmen pasarpun dibedakan menjadi beberapa kelas. Usaha yang dilakukan untuk memperluas pemasaran penjualan tiket untuk tiap segmen pasar dan kelasnya adalah: 

      1.  Kelas spesial dan eksekutif untuk segmen pasar menengah ke atas.

Dalam menjangkau pasar ini, perusahaan menjalin kerjasama dengan manajemen hotel, karena biasanya konsumen hotel datang dari luar kota, maka untuk datang dan pergi mereka memerlukan sarana transportasi yang sesuai dengan kelas mereka.

2.  Kelas Bisnis untuk  segmen pasar menengah.

Dalam menjangkau pasar ini, melalui terjalinnya kerjasama dengan tour and travel dalam penjualan tiket.

3.  Kelas Ekonomi untuk segmen pasar menengah ke bawah

Untuk segmen pasar ini perusahaan tidak berbuat banyak dalam menarik konsumen, karena kelas ini sudah dapat dipastikan penuh terus.

      Dalam penjualan tiket secara langsung diloket dibuka 1 s/d 2 jam sebelum keberangkatan KA dan pembayarannya dilakukan secara langsung oleh konsumen, untuk penjualan pemesanan tiket dilayani 7 hari sampai dengan  1 hari sebelum keberangkatan KA dikenakan bea pemesanan untuk kelas eksekutif Rp. 2.000,- dan bisnis Rp. 1.500,- dengan catatan untuk ketertiban, apabila situasi antrian sudah mulai banyak dapat dibuka lebih awal dan pengaturan pembukaan loket terjadwal, yang diawalkan jam beroperasinya harus diinformasikan kepada masyarakat. Batas maksimum pembelian karcis perorang adalah dua karcis, untuk ketertiban antrian antara satu loket dengan loket lainnya disediakan terbatas.  


Didalam STP (Syarat-syarat Tarif dan Pengangkutan) Pasal 8, tentang penjualan karcis di stasiun, ayat 2.b menyebutkan “ Pada dasarnya yang di jual di loket adalah karcis dengan tanda tempat duduk yang belum terjual di tempat pemesanan serta karcis tanpa tanda tempat duduk apabila penumpang menghendaki”. Dengan batas dispensasi 30% dari kapasitas tempat duduk untuk masing-masing kereta api, yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Hal ini berarti maksimal tiket yang dijual tanpa tanda tempat duduk sebanyak 30% dari kapasitas tempat duduk, yang hanya dilayani lewat penjualan langsung, itu juga apabila penumpang menghendaki. Namun pada kenyataannya hal ini tidak berlaku pada kelas eksekutif.  
� EMBED Visio.Drawing.5  ���





� EMBED PBrush  ���








PAGE  

[image: image3.png]~

y—
PT. KERETA API (Persero)



[image: image4.wmf]KADAOP

KASIOP / NI

KEPALA STASIUN (KS)

TU STASIUN

PENGUSAHA

BENDAHARA

(BPd)

OA (KEPALA

LOKET)

PPKA / PAP

KEPALA

GUDANG

KEPALA KIRIMAN

HANTARAN /

ABGASI

KASUBSI KAMTIB

POLSUSKA

_1120636508.vsd
KADAOP�

KASIOP / NI�

KEPALA STASIUN (KS)�

TU STASIUN�

PENGUSAHA BENDAHARA (BPd)�

OA (KEPALA LOKET)�

PPKA / PAP�

KEPALA GUDANG�

KEPALA KIRIMAN HANTARAN / ABGASI�

KASUBSI KAMTIB�

POLSUSKA�


_1120636312

